BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

N0.682, 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum. Pedoman Kerjasama.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PRT/M/2010
TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan
Pasal 64 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  tentang
Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintshan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Republik Indonesa Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
tahun 20009;

Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor
294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Daam Pengembangan SPAM;

Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasiona Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Daam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisas dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENGUSAHAAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (tehnik) dan non fisik
(kelembagaan, mangemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum)
daam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum
kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan,
melaksanakan  konstruks, mengelola, memelihara, merehabilitasi,
memantau, dan/atau mengevaluas sistem fisk (tehnik) dan non fisik
penyediaan air minum.

Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara, yang selanjutnya disebut
BUMN Penyelenggara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus
sebagal penyelenggara SPAM.

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara, yang selanjutnya disebut
BUMD Penyelenggara adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsal
oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh daerah melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan
daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagali penyelenggara
SPAM.

Koperas adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperas dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperas sekaligus sebagal gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM adalah  upaya
memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna
kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan
Usaha atau antara BUMN / BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Kerjasama Pemerintah adalah kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha
daam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau lzin
Pengusahaan.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan
infrastruktur antara Menteri, Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD
Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Sanitasi adalah sistem pengelolaan prasarana dan sarana air limbah dan
persampahan.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut PIPK adalah
Menteri, Kepala Daerah, atau Direks BUMN/BUMD Penyelenggara.

Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan
Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Badan Layanan Umum Penyelenggara, yang selanjutnya disebut BLU,
adalah instans di lingkungan pemerintah untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiens dan produktivitas, yang
dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.

Proyek Kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui
Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri,
Kepala Daerah, atau Direks BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan
Usaha

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan
infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Dukungan pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang
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diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri
Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finasial
proyek.

Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansa dan/atau kompensasi
dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan
Usahamelalui skema pembagian risko untuk Proyek Kerjasama.

Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku
yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan
pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan,
sstem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa Serta
perlengkapannya.

Unit Produks adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk
mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisk, kimiawi
dan/atau biologi yang dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan
perlengkapannya, perangkat operasonal, alat pengukuran dan peralatan
pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Unit Digribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem
perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan
peralatan pemantauan.

Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sambungan
rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Pengelolaan adalah kegiatan teknis yang terdiri atas kegiatan operasional,
pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produks dan unit

distribusi, dan kegiatan non teknis yang terdiri atas administrasi dan
pelayanan.

Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD Penyelenggara dengan
Badan Usaha dalam pelaksanaan kerjasama pengusahaan Pengembangan
SPAM.

Peraturan Menteri ini  bertujuan agar kerjasama pengusahaan
Pengembangan SPAM dapat dilaksanakan secaratertib, efisien, efektif dan
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